PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/ 1530 /2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap

Mengingat :

Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan

publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Permerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5589,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentnag Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentnag Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
Kemeterian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Penetapan daftar Informasi publik yang dikecualikan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran | yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari
keputusan ini;

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU terdiri atas lembar pengujian konsekuensi, daftar informasi

dikecualikan dan naskah pertimbangan ;

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA masih relevan dan memberlakukan daftar informasi publik yang
dikecualikan sampai dengan ditetapkan informasi yang dikecualikan yang
baru;

Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Semarang
Pada Tanggal :1 Maret2023




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKU ENSI

NOMOR 482.22/1530/2023

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINS! JAWA TENGAH
. 482.22/1530/2023

NOMOR
TANGGAL : 1 Maret 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik
sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

No Informasi Dasar Hukum Pengecualian Informasi dibuia Dtutup
Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal | Masyarakat enggan -Mendorong partisipasi | - minimal 30 (tiga
benturan kepentingar) yang dilaporkan oleh 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : berpartisipasi untuk | masyarakat untu puluh) tahun atau jika
masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Setiap badan publik wajib membuka mengawasi & mengawasi & telah dibuka dalam

Jawa Tengah dan UPT

akses bagi setiap Permohonan Informasi
Publik, kecuali : Informasi publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum,
yaitu informasi yang dapat
mengungkapkan identitas informan,
pelapor, sanksi dan/atau korban yang
mengetahui tindak pidana;

melaporkan dugaan
praktek KKN di Dinas
Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah dan UPT

melaporkan dugaan
praktek KKN di Dinas
Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah danUPT

proses pengadilan




NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal Jumat, 20 Januari 2023
Tempat Ruang Wijaya Kusuma Lt 8
Waktu 09.00 — selesai
Acara Rapat Pembahasan DIP dan DIK
Peserta 1. Bidang dan UPT Dinas Kesehatan
2. Tim PPID Dinas Kesehatan
Arahan 1. Status Dinkes sebagai PPID pelaksana. Pada tahun
sekretaris 2022 Dinkes mendapat penghargaan sebagai badan

bl

publik informatif. Di rapat ini untuk menyepakati di
tahun 2022 berapa kali di update di website dinkes dan
tahun 2023. Di 2022 dicantumkan yang terkait germas.
Output masukan bapa ibu kira2 informasi apa yang kita
tampilkan setelah melihat DIP di tahun 2022. Sampai
dengan saat ini, wajib mengupload adalah OPD
(Dinkes). Di UPT silahkan memberi ruang PPID nge link
ke PPID Dinkes prov. 1. Update DPA perubahan
(Program). 7.3 peraturan teknis kepala balai (JP).
Perbaruan SOP. Untuk P2P diperbarui SOP. 12.1 Profil
kesehatan buku saku kesehatan. 9.2 aduan RS reuvisi
ada di seksi pak elham. 17 rekap pelanggaran pegawai
di update untuk UPT. Kesmas, Rumah tenaga sehat+
UPT jadi PHBS, Germas ada 3 substansi. Data
kematian ibu, bayi balita dan stunting pertahun. No 5
delet masuk data profil. No 6 diganti CSR,

P2, ada penambahan sop penanggulangan bencana,
KLB tata laksana

P2PM informasi dikecualikan masih tetap.

PTM tidak ada penambahan

Yankes data PSC 119 (Judul Pengembangan sistem
PSC Jateng dan implementasi tranformasi system
informasi kesehatan)

SDK, MIK SK produsen data, Data pelatihan SDM
Kesehatan tahun 2023, Rekap data uji jabatan
kesehatan (UKOM)

Dr arry balkesmas pati update data tahun ini mengalami
krudensial kaitan degn sop dan LKJ perjanjian kinerja
dan laporan tahunan proses dan dimauskkan ppid prov
. inovasi kita blm lama jadi blm monitoring evaluasi.
Radiologi sdh bisa dibaca semua unit (Yaris) inovasi
pelayanan diusahakan sampai pelayanan
masyarakat.krna ISO di tahun ini selesai. Apakah di
tahun ini melanjutkan SO atau terakreditasi.
Terakreditasi harus menjadi faskes dengan syarat
teregistrasi nasional harus ke dkk setempat harusnya
terfasilitasi oleh instansi.

. Klarifikasi bahwa pergub 99 tahun 2016 hal- hal

masalah upt masih keputusan kepala UPT jadi boleh




pakai ISO karna jangka pendek dan di skala nasional
akan diitindaklanjuti yankes dan melihat
/mengidentifikasi yang masih eksis. BKPM maluku lebih
parah perijinan menjadi klinik utama walaupun masih
BKPM. UPT untuk menampilan ISO di website dinkes.

9. Inovasi ini masyarakat memperoleh informasi publik.

10.Perjanjian kinerja di update 2023. Pakta integritas
setiap bidang dikirim ke pak rahmat.

11.Informasi pengadaan barang dan jasa yang boleh
ditampilkan yaitu kontrak yang sudah selesai. Pastikan
ybs mendapat haknya sesuai UMR. Usulan tiap bidang
dan jangkka waktunya bentuknya nota dinas agar bisa
ditampilkan ke web.

12.Balkesmas magelang, untuk difasilitasii dari .co.id
menjadi go.id

13.DIK masih relevan sehingga tidak perlu diuji
konsekuensi lagi

Semarang, 20 Januari 2023
Notulis ;

NIP. 197012181997032005




Kegiatan melaksanakan identifikasi dan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi
Dikecualikan yang berasal dari usulan masing-masing Bidang dan UPT







